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Dr. H. Nata lrawdfl, S.H., M.Si.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kementerian Dalam Negeri
Komitmen pemerintah unfuk membangun desa sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201,4 tentang Desa, merupakan

kebijakan politik dengan mengalokasikan anggaran pembangun-

an desa yang bersumber dari Arggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Dialokasikannya dana dari APBN yang kini

populer dengan Dana Desa, yang dimulai pada tahun 201,5 dan

akan tetap dilanjutkan pada tahun mendatang. Hal ini akan

memengaruhi semakin meningkatnya sumber pendapatan desa

termasuk pendapatan lairu baik dari At ggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota maupun swadaya

masyarakat.

Peningkatan anggaran pendapatan desa harus diikuti
dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, agar

sesuai peruntukannya sehingga berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa. Untuk terwujudnya perencanaan

dan penganggaran desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

maka tidak dapat dipisahkan dari peranan Pemerintah supradesa

dalam pembinaary fasilitasi dan pengawasan terhadap pemerintah

desa.

Untuk memahami Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa

Dalaerr Perencanaan dan Penganggaran desa, maka buku yang
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disusun oleh saudara Umar Nain, S.Sos., M.Si. cukup relevan dan

representatif untuk menjawab permasalahan dalam perencanaan

dan penganggaran desa saat ini. Bahwa salah satu bagian penting

dalam buku ini, karena penulis menempatkannya Pemerintahan

desa sebagai entry point dalam pembahasan perencanaan dan

penganggaran desa dilihat dari relasinya dengan pemerintah

supradesa yangselama ini kurang dipublikasikan di masyarakat.

Dalam upaya penguatan paradigma dari " Membangun Desa" dan

"Desfr Membangun" yang kita kenal dengan "Pendekatan Hibrida"

menghubungkan pola implementa si top down dan bottom up dr mana

menempatkan posisi pemerintah desa dan masyarakat sebagai

subjek dan objek dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, buku

ini dapat menjadi referensi dan membantu pemerintah desa dan

masyarakat dalam penyusunan perencanaan desa. Hal ini karena

di dalam buku tersebut dibahas secara sistematis mengenai teknik

penyusunan perencanaan desa, baik rencana jangka menengah desa

(RPIMDesa) maupun perencanaan tahunan desa (RKP Desa).

Melalui pemahaman dalam penyusunan perencanaan desa

sebagaimana diuraikan dalam buku ini, maka dapat pula me-

mudahkan dalam penyusunan penganggaran desa. Hal ini karena

sumber anggaran desa telah dijelaskan secara terinci seperti

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, sehingga dapat menjadi

petunjuk dalam penyusunan APB Desa. Oleh karena itu buku

ini cukup menarik untuk dibaca karena tidak dipisahkan antara

perencanaan dan Penganggaran desa.

Terakhir saya mengapresiasi kepada penulis karena dengan

keberadaan buku ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah

desa dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan Desa. Lebih khusus kepada Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri dapat digunakan untuk menambah
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Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWf, karena

atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga buku ini dapat

diselesaikan dengan judul "Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa

dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa". Bahwa komitmen

Pemerintah untuk membangun desa perlu diapresiasi dengan baik

sebagaimana tercantum dalam "NAWACITN', pada urutan ke-

3 yattu, tt Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

lndonesia. Bahwa upaya untuk memperkuat desa - desa di Indonesia

maka Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar melalui

kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan desa yang

bersumber dari APBN, seba gar entitas dari reformasi penganggaran

desa sesuai Undang - Undang Nomor 6 Tahun20'1,4 Tentang Desa.

Pengalokasian anggaran desa yang dikenal dengan Dana Desa

diprediksi akan meningkat sampai tahun 2019. Sebagai gambaran

bahwa untuk Dana Desa (DD) mulai tahun 201,5 saja sudah mencapai

20, 7 triliun rupiah dan sampai tahun 2019 mencapai I'1,7,8 triliun
rupiah. Hal ini belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang kesemuanya

di peruntukkan bagi 74.754 desa di Indonesia. Perkembangan

anggaran pembangunan desa yang meningkat dari tahun ke tahun

memerlukan perencanaan yang sistematis, efisien dan efektif.

Selain perencanaan perlu jnga didukung pengelolaan anggaran

yang terarah, tertib, displin dan akuntabel karena baik perencana-

an maupun pengelolaan anggaran merupakan faktor determinan

dalam pembangunan desa.

Buku ini disusun dengan maksud untuk menambah literatur

mata kuliah Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai yang diampu
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penulis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus

Sulawesi Selatan. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan referensi

bagi Pemerintah Desa dan stakeholder terkait dengan Pelaksanaan

pembangunan desa khususnya dalam penyusunan Perencanaan

dan penganggaran desa sesuai UU No.6 tahun 201,4 tentang Desa.

Pembahasan dalam buku ini akan diuraikan dalam 10 (sepuluh)

bab sebagai berikut :

Bab I Pemerintahan Desa. Dalam bab ini dijelaskan Pengertian

pemerintahary yang didalamnya diuraikan tentang Pemerintahan

sebagai suatu kebutuhan, asas-asas pemerintahan dan tugas pokok

pemerintahan. Pembahasan berikuhrya adalah Pengertian desa

secara teoretik dan legalistik serta asas dan tujuan Pengaturan

mengenai desa. Di dalam bab ini juga dibahas tentang Pengertian

pemerintahan desa yang menjelaskan mengenai kelembagaan

desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukary

tugas dan fungsi pemerintah desa. Termasuk pembahasan tentang

kelembagaan desa baik lembaga kemasyarakatan mauPun lembaga

adat, kerja sama antardesa dan Badan Usaha Milik Desa. Pada

bagian akhir bab ini dijelaskan mengenai pemerintah suPradesa

yang berperan dalam melakukan fungsi pembinaan, fasilitasi dan

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bab II Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa. Diawali

dengan pembahasan relasi dalam bidang kewenangan dan dasar

pelaksanaannyd, baik kewenangan asal usul maupun kewenangan

berskala desa yang diuraikan secara terinci sesuai ruang lingkup

dan bidang kewenangan. Dalam bab ini dibahas pula mengenai

relasi dalam bidang keuangan yang berhubungan dengan dana

desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pembahasan relasi dalam bidang pembinaan dan Pengawasan

diuraikan peran pemerintah supradesa dalam pembinaan dan
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pengawasan, fasilitasi dan koordinasi atas penyelenggaraan

pemerintahan desa. Di akhir bab ini dijelaskan relasi dalam bidang

perencanaan dan pembangunan desa, yang didalamnya diuraikan

tentang pedoman pembangunan desa baik dari perencanaan,

pelaksanaan maupun evaluasi dalam pembangunan desa.

Bab III Perencanaan Pembangunan Desa. Pada bagian ini

dijelaskan mengenai pengertian perencanaan dan perencanaan

pembangunan desa. Diuraikan pula mengenai pendekatan

perencanaan yaitu pendekatan politis, teknokratis, partisipatif ,
atas bawah dan bawah atas beserta jenis - jenis perencanaan

desa (RPIM Desa dan RKP Desa). Termasuk unsur pemeran dalam

perencanaan desa dan siklus perencanaan pembangunan desa. Pada

bagian akhir dari bab ini dijelaskan tentang pelaksanaan monitor-

itg perencanaan pembangunan desa, baik dari peran pemerintah

maupun keterlibatan masyarakat desa.

Bab IV Teknis Penyusunan RPIM Desa. Di dalam bab ini
dijelaskan pengertian RPJM Desa, maksud dan tujuan disusurmya

RPIM Desa serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam

penyusunan RPIM Desa. Secara teknis di uraikan pula mekanisme

penyusunan RPIM Desa dimulai dari visi misi Kepala desa,

penggunaan alat kajian seperti sketsa desa (peta desa), bagan

kelembagaan dan kalender musim, identifikasi masal ah, peringkat

masalah dan peringkat tindakan pemecahan masalah untuk

tersusunnya RPJM Desa dalam jangka waktu 6 tahun sesuai masa

jabatan Kepala Desa.

Bab V Teknik Penyusunan RKP Desa. Pada bab ini dijelaskan

latar belakang penyusunan RKP Desa, pengertian, tujuan dan

manfaat RKP Desa serta bahan bahan yang diperlukan yang

menjadi pendukung RKP Desa. Di bagian akhir dari bab ini diurar-

kan secara teknis mekanisme penyusunan RKP Desa dilihat dari

proses, tahap dn, perubahan dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.



Bab VI Penganggaran Desa. Dalam bab ini dibahas mengenai

pengertian anggaran, prinsip dan fungsi penganggaran serta jenis-

jenis penganggaran. Selain itu, diuraikan pula perkembangan

penganggaran desa sampai tahun 20L9 yang bersumber dari APBN

dan alokasi dana desa serta bagian dari pajak dan retribusi daerah,

yang kesemuanya terintegrasi penganggarannya dalam APBD Desa.

Bab VII Kebijakan dan Implementasi Alokasi Dana Desa.

Pada bab ini diuraikan mengenai kebijakan Pemerintah yang

mendasari adanya Alokasi Dana Desa. Pembahasan berikutnya

tentang pengertian Alokasi Dana Desa, maksud dan tujuan serta

prinsip-prinsip pelaksanaan alokasi dana desa. Selanjutnya di-

jelaskan pula penggunaan rumus dan penentuan perhitungan

besaran Alokasi Dana Desa dan implementasi Alokasi Dana Desa,

yang disertai dengan Penggunaannya di daerah.

Bab VIII Pengelolaan Dana Desa. Dalam bab ini dijelas-

kan mengenai pengertian dana desa, pengelolaan dana desa,

pengalokasian dan penyaluran dana desa. Dijelaskan pula mengenai

penggunaan dana desa untuk tahun 20L5 dan tahun 2016 sesuai

prioritas penggunaan dana desa serta mekanisme pelaporary

pemantauan serta evaluasi dana desa.

Bab IX Pengelolaan Keuangan Desa. Pembahasan dalam

bab ini diawali dengan pengertian keuangan desa, dasar hukum

pengelolaan keungan desa dan asas pengelolaan keuangan desa

serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan

keuangan desa. Pada bagian akhir dari bab ini dibahas pula

tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari Pe-

rencan aan, pelaksanaary penatausah aan, pelaporan dan Per-

tanggungjawaban keuangan desa. Didalamnya dijelaskan jtga

mengenai pembahasan komposisi belania yang terdiri dari belania

pegawai, belanjabarang dan jasa danbelanja modal serta mekanisme

pengadaan barang dan jasa dan perpajakan. .
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Bab X Keberlanjutan Perencanaan dan Penganggaran Desa.

Sebagai bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari buku

ini yang menjelaskan tentang keberlanjutan perencanaan dan

penganggaran desa, serta implikasinya terhadap perkembangan

keswa dayaan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Bahwa buku ini tidak selesai begitu saja tanpa kontribusi dari

berbagai pihak. I-Jntuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang

setinggi tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan

kontribusi dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Iatinangor, dan

Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatary karena atas arahan dan

kesempatan yang diberikan sehingga penulisan buku ini dapat

disetujui.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Nata

Irawan, S.H., M.Si. sebagai Direktur jenderal Bina Pemerintahan

Desa Kementerian Dalam Negeri, karena atas kesediaannya mem-

berikan Kata pengantar dalam buku ini. Selain itu kesempatan

yang diberikan penulis sebagai peserta Master of Trainer (MoT)

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di

|akarta tahun 2015.

Dalam pelatihan tersebut muncul gagasan awal untuk pe-

nulisan buku ini, sehingga materi dalam modul pelatihan turut

memberikan kontribusi dan sekarang telah menjadi buku literatur

untuk mata kuliah Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkungan

IPDN. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang tidak dapat saya sebutkan namanya khususnya rekan-rekan

dosery semoga segala bantuannya bernilai ibadah di hadapan

Allah SWT.

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan,

sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif
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sangat diharapkan. Demikian agar buku ini memberikan manfaat

b"tr kita semua dan seneurtiasa mendapat Rahmat dan Karunia dari

AllahSWT.Amin.

Gowa, November 2017
Salanr penulis

UmarNain
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BIB I

PiltnlilnilffiDISI

A. PEIUGERTIAil PETERTIUTAIIAIU

Pemerintahan berasal dari kata" perintah",kemudian ditambah

awalan "p"" menjadi pemerintah. Kata "pemerintah" berasal

dari bahasa |awa yaitu "tiltah" (sabdo, perintah, instruksi). Dalam

bahasa Inggris "Pemerintah" ialah "Goverment" berasal dari kata

goaern, yaitu merupakan institusi/lemb aga beserta jajarannya

yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab

untuk mengurus fugas dan menjalankan kehendak rakyat. Ke-

cenderungarnya lebih tertuju kepada negara pelaksana tugas-tugas

eksekutif saja (pemerintah dalam arti sempit) yaitu: sebagai organ

negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah

dalam arti luas adalah seluruh lembagalorgan negara yang

menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (societal)

yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudik atif, dan auditif

(Mustafa, 20L3:76).

S.E. Finer dalam Sumaryadi (2010:18), mengklasifikasikan

pemerintah ke dalam empat pengertiary yakni: Pertalna, pemerintah

mengacu pada proses pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan

oleh yang berwewenang. Kedua, istilah ini jr'rgu bisa dipakai untuk

menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya

tata aturan. Ketiga, pemerintah acap kali berarti orang-orang yang

mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lemba BA, artinya

kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Keempat, istilah

Umor Noin, S.Sos., M.Si. o I



a.

ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan

dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas

pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang

diperintah.

Kemudian pengertian pemerintahan menurut H. Inu Kencana

Syafiie (2007:$ bahwa secara etimologi, pemerintahan dapat

diartikan sebagai berikut :

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti

didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah

memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan

akan keharusan.

Setelah ditambah awalan"pe" menjadi pemerintah. Yang berarti

badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran " an" menjadi pemerintahall.

Berarti perbuatary cara, hal atau urusan dari badan yang

memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. fadi tidak diartikan

sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif

saja,melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif

dan yudikatif. Dalam Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)

Iilid I disebutkan oleh Taliziduhu Ndraha (2003 :5-6) bahwa :

a. Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang ber-

tujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan

yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan

yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegang-

fryd, misalnya sebagai sovereig^, sebagai pelanggan, konsumer,

yang tidak berdaya dan sebagainya.

b.
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b. Pemerintah adalah organ yang berwenang memProses

pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil

bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahdn, sehingga

setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya

pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan) yang diperintah.

Dari kedua pengertian pemerintahan sebagaimana di-

kemukakan di atas, menunjukkan bahwa pemerintahan terdiri dari

dua unsur yaifu unsur yang memerintah dan unsur yang diperintah.

Dalam menjalankan pemerintahan dilakukan oleh badan yang

berwenang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah

dalam memberikan pelayanan publi( untuk memenuhi tuntutan

masyarakat yang diperintah. Pendapat lain yang sedikit berbeda

dengan pengertian pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya

yaitu pengertian pemerintahan dilihat dari pendekatan sistem.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Wasistiono (2013:39-40)

bahwa pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan

pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan

berpemerintahan adalah sebuah sistem. Ada tiga prinsip dasar yang

perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai suatu sistem.

Pertama,bahwa hubungan antara suprasistem, sistem, subsistem dan

sub-subsistem diatur melalui berba gai asas yang perlu disepakati

dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem. Kedua, sistem

yang berada dalam susunan yang lebih rendah dan lebih kecil

tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih besar dan

lebih tinggi, disertai mekanisme untuk mengajukan keberatan dari

bawah. Ketiga, susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi

punya kewajiban melindungi dan memberdayakan susunan sistem

yang lebih rendah dan lebih kecil.

Untuk melihat pemerintahan sebagai suatu sistem dapat

digambarkan pada sistem pemerintahan di Indonesia secara

hierarkis sebagai berikut (Wasistiono, 2013:39).
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Suprasistem berupa pemerintah nasional dalam arti luas,

yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan

lembaga neg ar a lainnya.

berupa pemerintahan provinsi.

berupa pemerintahan kabupaten/kota.

berupa pemerintahan desa.

o Sistem

o Subsistem

o Sub-subsistem

Meskipun berposisi sebagai subsistem maupun sub-subsistem,

pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa pada dasarnya

adalah sebuah sistem utuh,yang menjalankan proses konversi untuk

mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output) dan nilai

guna (outcome).

1. Pemerintahan Sebagai Kebutuhan.

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan

di atas baik secara etimologi, pengertian secara sempit dan luas

maupun pengertian pemerintahan dilihat dari pendekatan sistem,

menunjukkan bahwa baik yang memerintah mauPun yang

diperintah ada saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan. Relasi

dari keduanya lalu kemudian memunculkan pemerintahan sebagai

suatu kebutuhary seperti kebutuhan pelayanan masyarakat yang

dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan sebagai kebutuhan

ditunjukkan oleh Rasyid (2007: 5-6) bahwa dalam kehiduPan

modern yang kita jalani dewasa ini, mungkin hanya sedikit di antara

kita yang menyadari betapa pemerintahan dibutuhkan dan telah

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dikemukakan bahwa

kehadiran pemerintah mulai dari urusan nikah (harus pakai surat

nikah), batasan jumlah istri yang diperkenankan (tidak boleh lebih

dari satu), batasan jumlah anak (dianjurkan masuk Program KB),

kelahiran anak (akte kelahiran), bukti sebagai penduduk yarrg sah

jika sudah dewasa (wajib memiliki KTP), hingga saat meninggal

dunia (surat kematian), semuanya diatur oleh pemerintah. Hal ini
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hanya sebagian kecil dari sejumlah besar contoh-contoh yang dapat

dipetik untuk membuktikan bahwa pemerintah memang mengatur

banyak segi dari kehidupan masyarakat. MeskiPun demikran,

kehadiran pemerintah tidak diragukan lagi karena begitu luasnya

segi kehidupan yang membutuhkan pel ayanan Pemerintah, namun

hal itu bukannya tanpa kritik.

Dalam studi politik, memang banyak pakar memPersoalkan

kehadiran pemerintah yang terlalu luas menjangkau hampir

semua segi kehidupan, sehingga seolah-olah tidak ada lagi

ruang bebas yang tersedia bagi masyarakat untuk bergiat tanpa

intervensi pemerintah. Kritik atas keserbahadiran Pemerintah itu

biasanya bertolak dari kekhawatiran akan semakin berkurangnya

kemandirian masyarakat di dalam berhadapan dengan besarnya

kekuasaan negara, sehingga menghambat prakarsa dan kreativitas

masyarakat dalam upaya memajukan kehidupan mereka sendiri.

Gagasan-gagasan tentang sejauh mana pemerintah dapat masuk ke

dalam ruang kehidupan privat memang sudah sejak lama menjadi

bahan perdebatan di kalangan para pakar ilmu politik dan ilmu

pemerintahan. Dua pandangan yang bertolak belakang terus saja

menjadi acuan di dalam kajian - kajian pemerintahan hingga dewasa

ini. (Rasyid, ibid).

Pertama, mereka yar.rg berpendapat bahwa Pemerintah

seyogianya membatasi keterlibatannya dalam mengatur ke-

hidupan masyarakat. Karen a, bagaimanapun kuat dan mamPunya

suatu pemerintah arn, tetap saja tidak mungkin baginya untuk

mengatur segala hal. Lagi pula, masyarakat pada dasarnya akan

lebih senang jika pemerintah membatasi intervensinya, seraya

memberi otonomi yang lebih besar kepada masyarakat untuk

mengembangkan kreativitas demi kemajuan dan kesejahteraan

mereka sendiri. Asumsinya, manusia pada hakikatnya adalah

makhluk rasional dan karena itu memiliki kemamPuan untuk
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mengatur dan mendisiplinkan dirinya sendiri serta memelihara

keterafuran sosial. Pemerintah yang baik, menurut mereka, adalah

yang paling sedikit memerintah. Pendapat ini jelas menolak hadir-

nya sebuah pemerintahan yang kuat. Mereka berpendapat bahwa

karena masyarakat pada dasarnya dapat mengatur diri mereka

sendiri, maka sebuah pemerintahan yang moderat sudah cukup

untuk menciptakan ketertiban. Pemerintahan yang kuat dicuri gar

berpotensi unfuk merampas kebebasan masyarakat.

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa pemerintah

harus dapat mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan

masyarakat, karena hanya dengan cara ifu keterafuran, ketertiban,

keamanaru dan kemajuan akan dapat dipelihara dan dicapai.

Pandangan ini bertolak dari asumsi bahwa masyarakat pada

dasarnya tidak mampu mengafur kehidupan bersamanya secara

mandiri, mereka memerlukan campur tangan pemerintah.

Walaupun tidak menolak sifat rasional manusia, penganjur

pendapat ini menilai bahwa rasionalitas saja tidaklah cukup untuk
menjamin keselamatan pribadi ketika dihadapkan pada kenyataan

dalam kehidupan kolektif yang serba keras. Keyakinan yang

berlebihan pada kemampuan manusia untuk mengendalikan diri-
nya sendiri, menurut penganjur pemerintahan yang kuat ini, adalah

sama dengan penolakan atas fakta sejarah dan pengalaman universal

umat manusia yang justru membuktikan sebaliknya. Ketakutan

bahwa prinsip kebebasan akan dikhianati oleh pelanggaran atas

prinsip itu sendiri, mendominasi pemikiran kelompok kedua ini.

Oleh karena itu, mereka lebih cenderung mendukung gagasan

untuk memusatkan kedaulatan di tangan pemerintahan nasional

serta pembatasan hak-hak demokrasi.

Terlepas dari perdebatan yang berfokus pada perlu tidaknya

sebuah pemerintahan yang kuat, yang menempatkan masyarakat

sebagai pihak yang sebagian besar dari segi-segi kehidupannya
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diatur oleh negara, atau sebuah pemerintahan yang moderat saja,

sehingga masyarakat dapat lebih mandiri di dalam mengembang-

kan kehidupannyd, semua pihak sepakat bahwa pemerintahan

diperlukan. Keberadaan sebuah pemerintah dfr, betapapun

moderatnya, mungkin saja kurang menyenangkan sebagian orang

yang mencintai kebebasan. Tetapi pemerintahan tetap merupakan

kebufuhan. Suatu masyarakat tanpa pemerintahan adalah sebuah

kekacauan massal. Di dalam masyarakat manusia berad db,

diperlukan lebih banyak peraturan. Diperlukan j,rgu lebih banyak

upaya dan otoritas unfuk menjamin bahwa peraturan-perafuran

itu ditaati. Kalau setiap orang di antara kita dapat secara bebas

melakukan apa saja yang dikehendakinya, sudah pasti hanya sedikit

yang bisa menikmati rasa aman, dan hanya mereka yang kuat yang

dapat bertahan.

2. Asas-Asas Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kehadiran pemerintah

sebagai suatu kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas maka

dalam menjalankan pemerintahan diperlukan suatu asas,yang

menjadi pedoman untuk diketahui dan dipahami. Menurut H. Inu

Kencana Syafiie (2001:40) bahwa asas adalah dasar, pedoman atau

sesuatu yang dianggap kebenarar! yang menjadi tujuan berpikir

dan prinsip yang menjadi pegangan.

Dalam membahas asas suatu pemerintahary kita perlu melihat

berbagai prinsip-prinsip, pokok-pokok pikiran, tujuan, struktur

organisasi, faktor-faktor kekuatan dan proses pembentukan suatu

negara. Hal ini terkait dengan ideologi suatu bangsa, falsafah

hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.

Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku di Indonesia menurut

Taliziduhu Ndraha dalam Syafiie (2001 : 4I) adalah pengertian asas

dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas

pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedomary perafuran-
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peraturan, dan jika diusut sampai ke tingkat tertinggi, tibalah pada

Pancasila.

Ada beber apa asas pemerintahan yang perlu diketahui antara

lain sebagai berikut:

a. Asas Aktif

b. Asas Vrij Bestuur.

c. Asas Freies Ermessen

d. Asas Historis.

e. Asas Etis.

f. Asas Otomatis.

g. Asas Detournement de Pouvoir.

Adapun penjelasan dari asas-asas pemerintahan sebagai berikut:

a. Asas Aktif.

Pemerintah memiliki sumber utama pembangunarr, seperti

antara lain keahli dtr, dana, kewenangan, organisasi dan

lain-lain. Di negara-neg ara berkembang Pemerintah

senantiasa berada pada posisi sentral. Oleh karena itu,

pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif.

Bahkan, pemerintah mengurus seluruh Permasalahan

pembangun an, pemerintahan dan kemasyarakatan, mulai

dari orang-orang yang belum lahir ke dunia (dengan

Keluarga Berencana) sampai pada orang-orang yar.g

sudah meninggal dunia ( dengan Dinas Pemakaman) . fadi

pemerintah itu selalu aktif di mana pun berada.

b. Asas Vrij bestuur

Ytrj" berarti kosong sedangkan "BestulJt" berarti

pemerintaharl. jadi Vrij bestuur adalah kekosongan

pemerintah€u:r. Hal ini timbul karena melihat bahwa

tidak seluruhryu penjabaran setiap departemen dan non
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C.

departemen sampai ke tingkat kecamatan-kecamatary

ap alagi ke kelurahan-kelurahan d an desa-desa.

Sebagai contoh, pada suatu tempat dapat saja terjadi

ketidakhadiran jajaran Departemen Parpostel se-

hingga surat-menyurat yarrg menumpuk di kecamatan

tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat

pribadi, terbengkalai karena aparat pelaksananya kosong.

Oleh karenanya pekerjaan tersebut dibebankan kepada

aparat kecamatan. inilah yangt dimaksud dengan Vrij

Bestuur. Asas ini biasanya disebut jugu sebagai asas meng-

isi kekosongarl.

Asas Freies Ermessen

Berlainan dengan asas vrij bestuur tersebut di muka,

hal mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksananya

tidak ada, maka ada asas freies eremessen, pekerjaan

itu memang belum ada mesti dicari serta ditemukan

sendiri, jadi terlepas dari hanya sekadar mengurus hal-

hal yang secara tegas telah digariskan oleh pemerintah

pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih diatas,

untuk dipertanggungjawabkan hasilnya. Dalam hal ini
pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif

pekerjaan baru, sepanjang tidak ada pertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun

ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma

kebiasaan suafu tempat.

Asas Historis

Asas Historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan

pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan,

maka untuk menanggulanginya pemerintah berpedoman

kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang

lalu, yang sudah pernah terjadi.

d.
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Asas Etis

Asas etisAsas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan

pemerintah dn, pemerintah tidak lepas memperhatikan

kaidah moral. Oleh karenanya di Negara Indonesia,

pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P4) senantiasa digalakkarU di samping masitg-

masing agama berlomba untuk menyampaikan, bahwa

pemerintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh

dari etika dan moral, tetapi merupakan amanah Allah yang

harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

f. Asas Otomatis

Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila

ada suatu kegiatan baru yang diluar tanggung jawab

suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya

rutin maupun sewaktu waktu, maka dengan sendirinya

pekerjaan itu dipimpin oleh Aparat Departemen Dalam

Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri) sebagai Poros

pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap

melibatkan aparat lain. Misalnya kepanitiaan hari-hari

besar nasional, penyambutan tamu negara, dan lain-lain.

Didaerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. Asas Detourrlement de Pauvoir

Asas detournement de pauvoir adalah asas kesewenang-

wenangan pemerintah dalam penyelenggara€u:I

pemerintahaannya atau sebalik^yu ketidakpedulian

pemerintah terhadap masyarakatnya. Iadi asas ini

merupakan pertentangan dari semua asas yang telah

disampaikan di atas.

Dengan memahami asas-asas pemerintahan seperti diuraikan

sebelumnya maka asas-asas tersebut dapat dijadikan dasar atau

pedoman dalam melaksanakan fungsi utama pemerintahalt.
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pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. |aminan

keadilan ini terutama harus tecermin melalui keputusan-

keputusan pengadilaru di mana kebenaran diupayakan

pembuktiannya secara maksimal, dan di mana konstifusi

dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan

secara adil dan tidak memihak, serta perselisihan bisa

didamaikan.

d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayan€u:t

dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan

oleh lembaga non pemerintah, atau yffiLg akan lebih baik

jika dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencaktP

pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan

yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan

rendah, pelayanan pos, pelayanan kesehatan masyarakat,

penyediaan air bersih, transportasi umum dan pemadam

kebakaran.

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ke-

sejahteraan sosial, s€perti: membantu orang miskin

dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-

anak telantar; menamPung serta menyalurkan Para

gelandangan ke sektor kegiatan yang produktit dan

semacamnya.

Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan

masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi,

mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan

perdagangan domestik dan antarbangsa, serta kebijakan

lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan

ekonomi ne gara dan masyarakat.

Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup, seperti: air, tanah dan hutan.

Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan

f.

g.
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Menurut Rasyid (2007 : 111) disebutkan bahwa fungsi-fungsi

utama pemerintahan yakni: pelayanan (seraice), pemberdayaan

(empowerment), dan pembangunan (deaelopment). Dalam fungsi

pelayanan terkandung tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam

masyarakat. Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk

mewujudkan masyarakat mandiri dan dalam fungsi pembangunan

terkandung tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Tugas Pokok Pemerintahan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk

menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam mana setiap

warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.

Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pelayanan ke-

pada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani

dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani

masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas-

nya untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, menurut

Rasyid (2002:LL-1,4) secara umum tugas pokok pemerintahan negara

mencakrp tujuh bidang pelayanan :

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan

serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi

pemberontakan dari dalam yarrg dapat menggulingkan

pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara

melalui cara-cara kekerasan.

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya

gontokan-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin

agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat

dapat berlangsung secara damai.

c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada

setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa
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penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber

daya alam dengan mengutamakan keseimbangan antara

eksploitasi dan reservasi.

Tujuan bidang yang terekam di atas menggambarkan adanya

j*gkauan tugas yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab

yang sangat berat, terpikul di atas pundak setiap pemerintahan.

Untuk mengemban semua amanah itu, selain diperlukan konstitusi,

hukum, etika dan lembaga-lembaga yang canggilu juga dibutuhkan

dukungan aparatur pemerintahan yang tangguh dan qualified.

Untuk yang terakhir ini, secara mendasar, seyogianya pembinaan

terhadap mereka ditujukan pada upaya memahami visi, misi, tugas

pokok dan fungsi pemerintah. Pada saat yang sama, setiap aparatur

sejak awal rekrutmennya perlu menjernihkan motivasi di balik

keputusannya untuk masuk ke bidang pemerintahan.

Para aparatur pemerintah harus menjadikan semangat untuk

melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka

dalam memilih karier di bidang pemerintahan. Seseorang yang

masuk bekerja ke lapangan pekerjaan pemerintahan dengan

motivasi untuk menjadi orang kaya, misalnya: pastilah salah pilih
atau kesasar memasuki suafu ruang pengabdian yang justru secara

prinsipil tidak akan pernah menjanjikan hal itu. Pemerintahan

bukanlah lapangan pekerjaan yang menjanjikan kesenangan hidup

material yang berlebihan bagi aparatur, karena komitmen sebagai

abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan dari mereka

justru adalah bagaimana memberi kesenangan dan keseiahteraan

kepada banyak orang.

Pemahaman tentang misi pemerintahan untuk memelihara

ketertiban dan mengusahakan tegaknya keadilan akan secara

langsung menjadikan fungsi pelayanan sebagai fungsi yang utama.

Tetapi pelayanan yang baik, melalui kemampuan optimal untuk

melaksanakan tugas-tugas pokok yang dikemukakan di atas,
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hanya mungkin diwujudkan jika pemerintahan memiliki power

yang cukup. Di sini, pemerintahan yang kuat jelas diperlukan

dan kekuatan itu akan memberinya semacam independensi untuk

mengutamakan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat

yang paling lemah posisinya dalam masyarakat, baik secara sosial,

ekonoffii, budaya maupun politik.

4. Teknik- Teknik Pemerintahan.

Untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan agar

dapat berjalan secara efisien dan efektif di masyarakat maka

dalam implementasinya hendaknya menggunakan teknik-teknik

pemerintahan. Adapun teknik-teknik pemerintahan sebagaimana

dikemukakan H. Inu Kencana Syafiie (2001 : M) adalah berbagai

pengetahuary kepandaiary dan keahlian tertentu dalam cara

yang dapat di tempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan

menyelenggarakan berbagai peristiwa pemerintahall.

Ada beberapa teknik pemerintahan di Indonesia yang perlu

diketahui sebagai berikut :

a. Koordinasi

Menurut Prof. Terry koordinasi adalah:

" Coordination is the orderly synchronization of efforts to proaide

the propernmount, timing and directing of execution resulting in

harmonious and unified actionto stated objectiue" ,

Menurut Prof. Mooney koordinasi adalah:

" Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group

effort to proaide unity of action in the pursuit of a common

purpose" .

Melihat pengertian - pengertian di atas, maka unsur - unsur

yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut :

1) Pengaturan

2) Sinkronisasi.
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b.

3) Kepentingan bersama.

4) Tujuan bersama.

Partisipasi.

Menurut Keith Davis partisipasi adalah sebagai berikut :

"Participation is defined as an indiaiduals mental and emotional

inaolaement in a group situation that encourages him to

contribute to group goals and to share responsibility for them."

(Partisipasi adalah pernyataan mental dan emosi seseorang

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk

menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi

terciptanya tujuan organisasi tersebut ).

Desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daeratu untuk

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang , dari

pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepala instansi

vertikal tingkat atasnya kepada pejabat pejabatnya di
daerah.

Sentralisasi.

Sentralisasi adalah pemusatan kekuasa€ul pada pemerintah

pusat, dalam hubungan pusat dan daerah, pada suatu

sistem pemerintahan.

Integrasi.

Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mem-

pengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga

mereka dapat memberi keputusan kepada organisasi atau

pemerintah pusat.

Delegasi.

Delegasi adalah suatu proses di mana otoritas seseorang

d.

e.

f.

8.

Umor Noin, S.Sos., M.Si. o 15



atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan-

Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang fthe ability

of detegate authority) adalah salah satu dari emPat hal yang

sangat penting dalam kepemimpinan Pemerintahall.

Keseluruhan empat hal yang penting adalah sebagai

berikut:

a. the ability to see an enterprise as n whole.

b. the ability to delegate authority.

c. the abilitY to command loYaltY.

d. the abilitY to make decision.

5. Pendekatan sosial budaya dalam Pemerintahan.
pada uraian di depan telah dijelaskan mengenai Pemerintah-

an sebagai suatu sistem, yang bersifat hierarkis mulai dari

pemerintahan terendah (pemerintahan desa) sampai kepada

pemerintahan nasional (Pemerintah Pusat). Hubungan antara

pemerintah terendah dengan pemerintah diatasnya memerlukan

tata pemerintahary yang tidak hanya dilihat dari pendekatan

politik tetapi juga melalui pendekatan sosial budaya. Pendekatan

sosial budaya memandang pemerintahan sebagai suatu interaksi

antara warga negara dengan negara sesuai tata Pemerintahan dan

budaya masyarakat. Menurut Suwardi Endraswara (2015:81) bahwa

d,alam tata pemerintahan terdapat empat kunci pokok keberhasilan

pemerintahan, yaitu: (1) hubungan antarnegara , (2) tanggung iawab

warga negara, (3) tata pemerintahan yang bijaksana, dan (4) tata

pemerintahan yang berwibawa.

Dari empat wujud tata pemerintahan tersebut memiliki makna

yang menuju pada sistem pemerintahan yang ideal. Apabila

pemerintah dan warga negara mampu menjalankan empat hal

itu sebaik-baiknya, maka neg ara akan aman, tenteram dan damai.

Sebalikryu kalau di antara empat hal itu ditinggalkan cepat atau

lambat negara akan mudah runtuh. Dari makna yang terkandung
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dalam empat kunci pokok keberhasilan pemerintahan diatas, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, hubungan antarnegara menghendaki agar tercapai

hubungan yang rukun dan bersatu padu. Dari berbagai dialog, dapat

diketengahkan beberapa tata pemerintahan yang menghendaki

seorang pemimpin harus berindak rukun dan bersatu padu. Kedua,

tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab warga negara

dalam sistem pemerintahan akan mewujudkan sikap dan perilaku

tertentu. Sikap dan perilaku orang yang diperintah (bawahan)

dalam suatu negara tentu ada hal-hal yang mengikat. Ada tatanan

pemerintahan yang sebenarnya dimaksudkan agar jalannya roda

pemerintahan lebih lancar. Dalam sebuah neg arajika ada bawahan

yang melan ggar tatanan tentu diang gap hina, dan sebaliktyu akan

dipuji apabila melakukan tatanan dengan sebaik-baiknya. Ketiga,

pemerintahan yang bijaksana. Pemimpin yang bijak ditandai oleh

watak bila mengalahkan yang lain tanpa nafsu. Disinilah yang

sering dinamakan pemimpin yang arif bijaksana. Kemarahan

pimpinan yang tidak sampai hati, melainkan sekadar mengingatkan

bawahan. Pemimpin yang mampu menggunakan kecerdikannya

dalam memerintah negara. Pemimpin negara yang bijak manakala

dia selalu memberi maaf kepada sesama, dan Keempat, tata

pemerintahan yang berwibawakan tercapai apabila Pemerintah

menjalankan dan menunjukkan baik-buruk, tentu akan berhasil.

Kewibawaan pemerintah akan terjag a apabila mampu menjauhkan

diri dari kepentingan pribadi karena akan menimbulkan Perasaan

dengki. Dalam menghadapi kondisi apa pun, pemerintah semesti-

nya tidak susah dan aji mumPung.

Tugas utama seorang penata pemerintahan yaifu

(L) meletakkan posisi (tugas dan kedudukan) pada masing-masitg

bawaharu (2) memberi tugas kepada bawahan harus tepat sasaran/

(3) membagi rezeki sesuai dengan jatah masing-masi.g bawahan,
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dan (4) memberikan hukuman seadil-adilnya apabila ada bawahan

yang salah. (Endraswara, ibid:86). Dalam hal rekrutmen pegawai

yang akan melaksanakan tugas pemerintah an, maka diperlukan

pemilihan yang lebih selektif dan berkualitas. Manajemen

pemerintahan yang baik jrgu perlu menerapkan strategi pemilihan

pembantu dari figur :

a. Bijaks ana, perbuatan yang benar, cermat dalam menjalankan

tugas, dan tahu sebab musabab berbagai persoalan sehingga

mampu mencari jalan keluarnya.

b. Terampil dan cerdas dalam menafsirkan berb agai hal, sehingga

memiliki wawasan kedepan yang bagus.

c. Berbudi pekerti luhur, tanggap segala sesuatu dan bisa

mengimbangi pembicaraan pimpinan.

d. Berhati bersih, tidak banyak tingkah karena hanya ingin memiliki
sesuafu, mudah iri hati dan berwatak senang mengadu domba.

e. Paham terhadap kemajuan dan perubahan negara.

Selain dari manajemen pemerintahan seperti di atas perlu pula
menerapkan tiga pegangan pokok yaitu :

a. Pemerintah sebaiknya tidak memanjakan orang yang bertindak
jahat.

b. Tugas-tugas negara sebaiknya ada yang didelegasikan kepada

bawahon, namun janganlah memilih bawahan yang bodoh,

sebaliktyu harus memilih orang yang berbudi pekerti luhur dan

c. Pimpinan seharusnya jangan banyak memarahi bawahan.

B. PE]IOERTTAN DESA

Apabila membicarakan "desa" di Indonesia, menurut Mashuri

Maschab (2013: 1) maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan

tiga macam penafsiran dan pengertian. Pertama, pengertian secara

sosiologis, yang menggambarkan suatu benfuk kesafuan masyarakat
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